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ABSTRACT

With the issuance of a policy regarding passport acceleration services completed on the same day, passport applicants
can choose to complete their passport application on the same day the applicant submits the application to be a
breakthrough alternative in meeting community needs and realizing immigration into a Clean and Serving
Bureaucratic Area. The latest policy that benefits the community is the passport acceleration service on the same day.
The implementation of this policy at the Immigration Office Class | for Non-TPI South Jakarta plays a role in realizing
excellent service and eliminating gratuities.
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ABSTRAK

Dengan diterbitkannya kebijakan mengenai layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama, dimana
pemohonan paspor dapat memilih untuk diselesaikan permohonan paspornya pada hari yang sama dihari pemohon
mengajukan permohonan menjadi alternatif terbosan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan
imigrasi menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Adapun kebijakan terbaru yang menguntungkan bagi
masyarakat adalah pelayanan percepatan paspor pada hari yang sama. Implementasi kebijakan tersebut di Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus Non TPI Jakarta Selatan berperan dalam mewujudkan pelayanan prima dan meniadakan
gratifikasi.

Kata Kunci: Kebijakan, Passport, Layanan, Keimigrasian
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PENDAHULUAN

Organisasi dapat diinterpretasi berupa suatu
entitas yang menjadi media atau tempat dalam rangka
mencapai bermacam sasaran atau tujuan, organisasi
melibatkan beberapa orang, struktur organisasi,
pengelompokkan dengan sesuai keahlian pekerjaan
dan kesadaran rasional anggota sesuai dengan
kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing
oleh sebab suatu organisasi memiliki banyak
komponen yang sebagai pondasi. lumrahnya,
organisasi akan membutuhkan berbagai sumber daya
untuk mencapai tujuan tertentu, seperti; uang, mesin,
metode / cara, lingkungan, sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya, yang dilakukan secara
sistematis, rasional dan terkendali

Apabila pemerintah adalah birokrasi dalam
pelayanan publik, maka organisasi birokrasi
pemerintah menjadi organisasi utama yang berkaitan
dengan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang
No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,
sebagaimana yang tertera pada bab 1 ketentuan umum
pasal 1 bahwa:

“pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
publik”.

Pelayanan publik yang masuk dalam ketegori
baik tentunya memilik kriteria kualitas pelayanan
yang harus dipenuhi. Pengabdian masyarakat dalam
wujud pelayanan publik mensyaratkan bahwa semua
elemen pada tiap institusi untuk menyajikan
pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan
prima berkonotasi sebagai bentuk upaya pemerintah
dengan sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat,
dengan cara dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat

Guna terwujudnya pelayanan prima, imigrasi
sebagai instansai pemerintah mendukung
pembangunan Zona Integritasi yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Mentri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Kondisi ini mendorong Direktur Jenderal
Imigrasi mengeluarkan suatu kebijakan untuk
memudahkan masyarakat dalam memperoleh paspor
khususnya bagi masyarakat yang memerlukan paspor

karena keadaan yang mendesak sehingga masyarakat

dan petugas tidak perlu lagi melakukan suatu tindakan

yang menyalahi aturan.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direkturi
Jenderal Imigrasi Nomor : IMI- 1635.GR.01.01
Tahun 2019 mengenai layanan percepatan paspor
selesai pada hari yang sama, dimana pemohonan
paspor dapat memilih untuk diselesaikan permohonan
paspornya pada hari yang sama dihari pemohon
mengajukan permohonan (Layanan Percepatan
Paspor Selesai Pada Hari Yang Sama, n.d.).
Kebijakan tersebut dapat menjadi alternatif terbosan
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan
mewujudkan imigrasi menjadi Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani. Kebijakan tersebut didukung
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dengan adanya kebijakan pelayanan percepatan
paspor pada hari yang sama diharapkan mampu
menghilangkan  gratifikasi serta  memberikan
pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Selaras dengan latar belakang yang telah
diuraikan rumusan masalah dalam peneltian yang
sedang dikaji, sebagai berikut :

1. Bagaimana Alur pelayanan percepatan paspor
selesai pada hari yang sama di Kantor Imigrasi
Kelas | Khusus Non TPI Jakarta Selatan ?

2. Bagaimanan peran pelayanan percepatan paspor
selesai pada hari yang sama dalam mewujudkan
pelayanan prima di Kantor Imigrasi Kelas |
Khusus Non TPI Jakarta Selatan ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian dengan
metode Kkualitatif adalah suatu metode penelitian yang
berasaskan pada filsafat postpostivisme, difungsikan
untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah dimana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil
penelitian tersebut lebih menekankan makna sebagai data
yang sebenarnya dengan menghasilkan informasi
deskriptif dan asosiatif.

PEMBAHASAN
A. Alur Pelayanan Percepatan Paspor Pada Hari
Yang Sama
Salah satu inovasi layanan keimigrasian di
tahun 2019 adalah Layanan Percepatan Paspor Pada
Hari Yang Sama, dimana pemohonan Paspor RI dapat
memilih untuk diselesaikan permohonan Paspornya

Korespondensi : Aisyah Mila Riski

54



TEMATICS (Technology Management and Informatics Research) Vol. 1 No. 1 2018

pada hari yang sama di hari pemohon mengajukan

permohonan.
Sebaga mana diatur dalam Surat Edaran
Direktur  Jenderal Imigrasi  Nomor IMI-

1635.GR.01.01 Tahun 2019, Layanan Percepatan
Paspor Pada Hari Yang Sama diterapkan dengan
ketentuan :(Layanan Percepatan Paspor Selesai
Pada Hari Yang Sama, n.d.)
1. Dikenakan biaya PNBP per permohonan
sebesar Rp 1.000.000,00 dan biaya paspor yang
dimohonkan (paspor 48 halaman sebesar Rp
350.000,00 atau paspor48 halaman elektronik
sebesar Rp 650.000,00) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Hukum dan Haki
Asasi Manusia;
2. Hanya untuk permohonan paspor baru atau
penggantian paspor karena habis berlaku, dan
tidak diberikan untuk permohonan penggantian
paspor karena hilang atau rusak;
3. Permohonan diajukan mulai pukul 08.00 s/d
12.00 waktu setempat (Wit/Wita/Wib), dengan
batas waktu jam pembayaran paling lambat
pukul 13.00 waktu setempat;
4. Biaya PNBP tidak dapat dikembalikan apabila :
1) Duplikasi karena permohonan
2) Data berbeda namun orang yang sama
3) Masuk dalam daftar pencegahan
4) Terkena sanksi penundaan/penangguhan
pemberian paspor

5) Penelitian lanjutan atau pendalaman terkait
keabsahan dokumen pendukung atau
kepentingan  pengawasan  keimigrasian
lainnya oleh Bidang/Seksi Intelijen dan
Penindakan Keimigrasian

5. Pemohon dapat mengajukan permohonan
pengembalian biaya PNBP apabila :

1) Paspor tidak dapat diterbitkan pada hari
yang sama dikarenakan kendala kesisteman,
adanya unsur kelalaian dan/atau kesalahan
petugas yang tidak sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP).

2) Diperlukan adanya penelitian lanjutan atau
pendalaman terkait keabsahan dokumen
pendukung atau kepentingan pengawasan
keimigrasian lainnya oleh Bidang/Seksi
Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
yang hasilnya tidak sebagai permasalahan
keimigrasian dan bila terjadi permasalahan
pada kesisteman.

Untuk melangkapi data yang dibutuhkan
peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi
dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui alur
pelayanan percepatan paspor yang dilaksanakan di
Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non TPl Jakarta
Selatan dalam memberikan pelayanan publik.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala
Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen
Perjalanan, yaitu Bapak Ari Febrianto, S.S., M,M.
dalam kaitannya dengan alur pelayanan percepatan
paspor pada hari yang sama, responden menyatakan
bahwa :

“Untuk pelayanan percepatan, pemohon
dimudahkan dengan dapat walk in, namun dibatasi
dibawah pukul 12, lebih baik jika pukul 11 dan
melakukan pembayaran sebelum jam 1 jika telah
lewat jam 12 pelayanan percepatan tidak bisa
dilakukan atau proses, hal tersebut sesuai dengan
yang ditentukam oleh Direktorat dan di sistem
terkunci secara otomatis”

Responden menjelaskan bahwa alur pelayanan
percapatan paspor pada hari yang sama berdasar pada
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-
1635.GR.01.01 Tahun 2019 yakni, bagi pemohon
dapat langsung datang ke kantor tanpa harus
mendaftar melalui Aplikasi Pendaftaran Online
dengan kata lain walk in, kemudian dijelaskan bahwa
alur percepatan hanya dapat dilakukan pada jam
tertentu sebagaimana yang telah diatur batas
pelayanan percepatan pada jam 12 kemudian
pemohon mengikuti alur sama seperti permohonan
paspor pada umumnya baik untuk penggantian paspor
ataupun permohonan paspor baru, karena apabila
pemohon datang lewat dari jam 12, pelayanan
percepatan tidak dapat dilakukan karena sistem yang
ada secara otomatis menutup untuk pelayanan
tersebut.

Pada hasil observasi peneliti mengenai alur
pelayanan percepatan paspor pada hari yang sama di
Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non TPl Jakarta
Selatan ditemukan bahwa alur pelayanan percepatan
tidak jauh berbeda dengan alur pelayanan
permohanan paspor baru dan alur pelayanan
permhonan penggantian paspor habis berlaku, yang
membedakan pada sistem terdapat kolom untuk
pelayanan percepatan sehingga saat masuk
dipencetakan, paspor dapat langsung diproses dengan
syarat pemohon telah melakukan pembayaran, karena
jika pemohon belum melakukan pembayaran maka
proses pencetakan paspor yang lain akan tertunda
sampai paspor layanan percapatan selesai dicetak.

Korespondensi : Aisyah Mila Riski
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Gambar 3.1. Tampilan Tabel Pencetakan

Gambar 3.2. Tampilan Tabel Pencetakan
(Sumber : Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non
TP Jakarta Selatan

Gambar 3.3. Tampilan Tabel Pencetakan
(Sumber : Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non TPI
Jakarta Selatan)

Pada Gambar 3.1. pada kolom metode
layanan terdapat permohonan layanan percepatan,
saat kursor diarahakan pada baris tersebut kursor aktif
dan mouse dapat diklik yang artinya permohonan
tersebut dapat diproses untuk dicetak, sedangkan pada
Gambar.3.2. pada kolom metode layanan tertulis
layanan online dengan kursor menunjukkan simbol
larangan yang artinya permohonan tersebut tidak
dapat dicetak karena pelayanan percepatan belum
diproses. Dan pada Gambar 3.3 pada kolom metode
layanan tertulis layanan online dengan Kkursor
menunjukkan simbol panah dan aktif yang artinya
permohonan tersebut dapat diproses untuk dicetak
karena layanan percepatan pada baris diatasnya telah
selesai dicetak, sehingga layanan percapatan harus
dicetak lebih dulu agar layanan online dapat
dikerjakan.

Hasil dari teknik pengumpulan data triangulasi
yakni dengan mengkombinasikan teknik
pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, dan
dokumentasi  penulis  dapat  mendeskripsikan

mekanisme pelayanan percepatan, yang mana Alur
Permohonan Pelayanan Percepatan Paspor pada
dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
dan secara spesifik mengacu pada SOP Penerbitan
Paspor Baru 48 Halaman atau Paspor Elektronik 48
Halaman, SOP Paspor Penggantian karena habis
berlaku. Berdasarkan hal tersebut kemudian
dirangkum  menghasilkan  Alur  Permohonan
Pelayanan Percepatan sebagai berikut :
1. Bagi pemohonan paspor percepatan diberikan
kemudahan dengan dapat langsung datang ke
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Jakarta Selatan atau walk in, sehingga tidak

perlu  melakukan pendafataran melalui
APAPQ;
2. Pemohon menuju ke Helpdesk untuk

memberitahukan bahwa pemohon
mengajukan pelayanan percepatan kemudian
diberikan nomor antrian;

3. Pada tahap selanjutnya kurang lebih sama
dengan pelayanan paspor pada umumnya,
yakni menuju ke konter untuk verifikasi
berkas, melakukan wawancara, foto dan
perekaman sidik jari;

4. Setelah verifikasi berkas selesai diberikan
kertas berupa struk pembayaran, pemohon
diharapkan melakukan pembayaran
secepatnya paling lama sebelum jam 12;

5. Setelah melakukan pembayaran, paspor dapat
diproses dan dicetak;

6. Setelah dicetak pemohon dapat datang ke
kantor untuk mengambil paspor dengan
menunjukkan bukti pembayaran;

B. Peran Pelayanan  Percepatan  dalam
mewujudkan Pelayanan Prima

1. Pelayanan Publik
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  di

Indonesia diberlakukan suatu Standar Pelayanan
Publik sebagai acuan suatu organisasi pemerintah
dalam memberikan pelayanan, yang apabila standar
tersebut terpenuhi maka suatu instansi pemerintah
dapat mewujudkan pelayanan prima. Standar tersebut
menurut  Keputusan Menteri PAN Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, kurang lebih meliputi hal
sebagai berikut :

1) Prosedur pelayanan;

2) Waktu penyelesaian;

3) Biaya pelayanan;

4) Produk pelayanan;

5) Sarana dan Prasaran; dan

6) Kompetensi petugas pelayanan.

Korespondensi : Aisyah Mila Riski
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Peneliti melakukan wawancara, melakukan
observasi dan mengambil dokumentasi untuk
mengetahui urgensi pelayanan percepatan paspor
yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas | Khusus
Non TPI Jakarta Selatan dalam memenuhi standar
pelayanan publik.

a. Prosedur Pelayanan

Berdasarkan pernyataan Bapak Andi Arieyanto,
SH dapat dideskripiskan bahwa Kantor Imigrasi
Kelas | Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sudah berusaha
dengan baik untuk memenuhi standar pelayanan
publik pada poin prosedur pelayanan hal tersebut
dapat dilihat dari alur pelayanan percepatan yang
singkat dan jelas serta tidak mengahruskan untuk
mendaftar melalui aplikasi pendaftaran paspor online.

b. Waktu Penyelesaian

Pelayanan yang baik tentunya dapat
memberikan  kepastian  waktu, dalam artian
pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan, untuk
menjawab hal tersebut peneliti melakukan wawancara
dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi
Dokumen Perjalanan, yaitu Bapak Ari Febrianto, S.S.,
M, M. beliau menyatakan bahwa :

“Selama ini pelayanan percepatan ini
diterapkan, pemohon yang meminta pelayanan
khusus tersebut, pelayanan percepatan itu dapat
diselesaikan tepat waktu, patut disyukuri belum ada
kendala sama sekali.”

c. Biaya Pelayanan
Tabel 3.2 Biaya Pelayanan Dokumen Perjalanan Rl

adalah paspor yang selesai pada hari yang sama
sebagaimana yang diungkapan kepala seksi pada saat
wawancara penyelsaian paspor tersebut bisa ditunggu,
dengan adanya pelayanan ini sangat membantu bagi
pemohon yang membutuhkan paspor dalam keadaan
mendesak.

e. Sarana dan Prasarana

Untuk  memperkaya informasi  peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Bidang
Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, yaitu
Bapak Ari Febrianto, S.S., M,M. dalam kaitannya
dengan urgensi pelayanan percepatan paspor dalam
mewujudkan pelayanan prima, peneliti mengajukan
pertanyaan mengenai sarana dan prasaran untuk
mendukung  pelayanan  tersebut  responden
menyatakan bahwa :

“Sarana pendukung untuk layanan percepatan
dapat dikatakan sudah mencukupi, namun pada
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan belum diterakan
tulisan pada loket tersebut, bahwa loket tersebut
merupakan loket khusus layanan percepatan karena
pada prinsipnya seperti yang sekarang ada loket
untuk layanan prioritas untuk disibilitas itu
digunakan juga untuk masyarakat pemohon paspor
yang umumnya, pada saat tidak ada pemohon paspor
prioritas begitu juga dengan yang pelayanan
sameday jika tidak ada pelayanan dapat digunakan
pelayanan paspor yang biasa”

f. Kompetensi Petugas Pelayanan

Fasilitas tersebut merupakan bukti nyata dari
Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non TPI Jakarta
selatan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pullik yang berkualitas, disamping sarana dan
prasarana yang bagus pelayanan publik juga harus
memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang

. berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan
Paspor  Blasa 48 per Rp.350.000,00  terdehut. Dengan demikian peneliti melakukan
Halaman _ permohonan wayancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan
Paspor  Blasa 48 Verifikasi Dokumen Perjalanan, yaitu Bapak Ari
Halaman Elektronik | per Rp.650.000,00  peprianto, S.S., M,M. dalam kaitannya dengan
: permohonan urgensi  pelayanan percepatan paspor dalam
Surat  Perjalanan mewujudkan pelayanan prima, peneliti mengajukan
Laksana Paspor| per Rp. 100.000,00  pertanyaan mengenai  profesional  kinerja  dari
untuk WNI_ permohonan pedawai pada pelayanan percepatan tersebut
Surat  Perjalanan responden menyatakan bahwa :
Laksana P"’!Spor per Rp. 150.000,00 “Seperti yang dapat dilihat secara langsung
untuk Orang Asing | permohonan petugas pada Kantor Imigrasi dapat menggunakan
Layanan Percepatan pelayanan yang menggunakan SIMKIM 2 dengan
Paspor Selesai Pada per Rp 1.000.000,00 pajk karena pada saat dilakukan update sistem
Hari Yang Sama permohonan disediakan tutorial cara penggunanannya dan

d. Produk Pelayanan

Produk pelayanan merupakan hasil dari
rangakaian kegiatan dalam pelayanan produk
pelayanan yang dihasilkan dari pelayanan percepatan

diberikan pendampingan dari Direktorat.
Sebenarnya untuk same day sendiri ini tidak ada
istilah dipisah semuanya masih di SPRI juga.”

Korespondensi : Aisyah Mila Riski
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2. Pelayanan Prima

Untuk mengetahui peran pelayanan percepatan
paspor selesai pada hari yang sama dalam rangka
mewujudkan pelayanan prima, peneliti juga akan
menjelaskan hasil penelitian dihubungkan dengan
teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.
Sesuai data yang diperoleh dari pengamatan dan
wawancara, bahwa dalam hal Pelayanan Percepatan
Paspor Selesai Pada Hari Yang Dalam Mewujudkan
Pelayanan Prima sangat berperan peting bagi
masyarakat.

Keberhasilan dalam mengembangkan dan
melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari
kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya.
Konsep pelayanan prima berdasarkan A6 (Barata,
2003; 31), yaitu mengembangkan pelayanan prima
dengan  menyelaraskan  konsep-konsep  Sikap
(Attitide), Perhatian (Attention), Tindakan (Action),
Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance),
Pertanggung jawaban (Accountability).

a. Sikap (Attitude)

Sikap (Attitude) adalah perilaku yang harus
ditonjolkan ketika menghadapi pemohon yang
meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir
positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai.
Berdasarkan salah satu testimoni oleh pemohon
paspor yang diunggah di sosial media instagram
pemohon tersebut menyatakan bahwa:
(https://www.instagram.com/p/CFB_bCMAGaH/?ig
shid=1j1mpqrfy6liw)

“ Pembuatan paspor sangat mudah tidak
perlu antri, dan dari awal petugasnya sudah sangat
ramah”

Berdasarkan testimoni tersebut pemohon
merasa senang dengan pelayanan yang diberikan
karena pergawai melayani pemohon dengan ramah
hal tersebut sesuai dengan motto Kantor Imigrasi
Kelas | Khusus Non TPl Jakarta Selatan yakni,
melayanai dengan tulus. Pemberian pelayanan dengan
sikap perilaku lemah lembut, rendah hati, sopan
santun  dan  menghormati  sebagai  bentuk
implementasi  dari  Deklarasi  Janji  Kinerja
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 yang
tertuangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan
HAM R.I Nomor : M.HH- 04.PR.01.03 Tahun 2019
yang salah satu poinnya adalah Meningkatkan
Keramahtamahan (Hospitality) dalam pelayanan
masyarakat hal tersebut merupakan suatu komitmen
yang wajib dilaksanakan guna meningkatan kualitas
pelayanan dan kepuasan pemohon.

b. Perhatian (Attention)

Perhatian (Attention) adalah kepedulian penuh
kepada pemohon, baik yang berkaitan dengan
perhatian akan kebutuhan dan keinginan pemohon
maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang
meliputi mendengarkan dan memahami secara
sungguh-sungguh  kebutuhan  para  pemohon,
mengamati dan menghargai perilaku para pemohon,
dan mencurahkan perhatian penuh kepada pemohon.

Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non TPI
Jakarta Selatan sangat terbuka unutk menerima
masukan serta saran guna meningkatkan kualitas
pelayanan, maka dari itu disediakan kotak saran, pada
ruang pelayanan yang apabila pemohon ingin
memberi saran dapat menulis di kertas yang telah
disiapkan dem kemudian dimasukkan dalam kotak
saran, jika pemohon sudah tidak berada diruang
pelayanan dan tidak menemukan kota saran dapat
menelfon pada lalu nomor pengaduan atau mengisi
form pengaduan pada website kantor, layanan
pengaduan tersebut mudah untuk diaskses. Saran dari
msayarakat sangat berguna sebagai bahan evaluasi
dan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang
dalam rangka menudukung peningkatan kualitas
pelayanan paspor khususnya pada pelayanan
percepatan paspor selesai pada hari yang sama.

c.Tindakan (Action)

Tindakan (Action) adalah berbagai kegiatan nyata
yang harus dilakukan dalam memberikan layanan
maksimal kepada pemohon khususnya pemohon
pelayanan perceapatan, yang meliputi dari awal
pemohon datang hingga meninggalkan kantor
imigrasi, maka dari itu Kantor Imigrasi Kelas |
Khusus Non TPI Jakarta Selatan memiliki inovasi
unggulan guna meningkatkan kualitas pelayanan
khususnya pelayanan percepatan paspor, yakni si
sultan pinter yang artinya pintu imigrasi nan tertib
yang mana hanya orang yang berkepentingan yang
dapat masuk ke ruang pelayanan misalnya masyarakat
yang ingin mengajukan permohonan paspor maka
berkasnya akan dicek terlebih dahulu jika sudah benar
akan diberikan kartu akses khusus untuk masuk dan
keluar melalui autogate, pengecekan berkas
dilakukan juga diawal agar pemohon yang
persyaratannya kurang dapat segera melengakapi
sebelum pemohon tersebut mendapatkan antrian
wawancara. Selain itu setiap harinya ada yang
bertugas sebagai piket pelayanan yang berfungsi
untuk membantu pemohon paspor khususnya pagi
pemohon prioritas.

d. Kemampuan (Ability)

Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan
keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk
menunjang program pelayanan prima, yang meliputi
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kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni,
melaksanakan komunikasi yang efektif,
mengembangkan motivasi, dan mengembangkan
publik relation sebagai instrument dalam membina
hubungan kedalam dan keluar organisasi atau
perusahaan. Untuk menjawab kemampuan yang
dimiliki oleh pegawai peneliti melakukan wawancara

dengan Kepala Seksi yaitu Bapak Andi Arieyanto, SH.

beliau menyatakan bahwa :

“Untuk kemampuan menurut saya sudah cukup
karena saat transisi peralihan dari simkim versi 1 ke
simkim versi 2 mereka sudah diberikan pelatihan
pada hari sebelum peralihan jadi sebenarnya sistem
hampir sama, hanya mungkin ada yang telah
diupdate pada sistem terbaru untuk pertugas pada
pelayanan percepatan paspor tidak mengalami
kendala yang terlalu sulit untuk diikuti”

e.Penampilan (Appearance)

Penampilan (Appearance) adalah penampilan
seseorang baik yang bersifat fisik saja maupun fisik
atau non fisik, yang mampu merefleksikan
kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.

Penampilan dari pegawai merupakan aspek
yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan
karena pemohon akan merasa nyaman jika dilayani
dengan pegawai yang rapih dan bersih, selain itu
performa yang baik akan menambah rasa percaya diri
bagi pegawai dalam memberikan layanan bagi
masyarakat.

Untuk Pakaian dinas yang digunakan diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
Tentang Pakaian Dinas Dan Atribut Bagi Pegawai
Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia pakaian tersebut menjadi simbol
kebanggan bagi petugas imigrasi.

f. Pertanggung jawaban (Accountability)

Pertanggung jawaban (Accountability) adalah
suatu sikap keberpihakan kepada pemohon sebagai
suatu wujud keperdulian untuk menghindarkan atau

meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pemohon.

Maka dari itu pegawai imigrasi dalam menjalankan
tugasnya selalu berupaya memberikan pelayanan
terbaik baik masyarakat, dalam hal pelayanan
percepatan paspor, petugas imigrasi dapat memenuhi
kebutuhan pemohon untuk diterbitkan paspornya
tepat waktu seperti yang diungkapan Kepala Bidang
Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, yaitu
Bapak Ari Febrianto, S.S., M,M. beliau menyatakan
bahwa :

“Alhamdulillah selama ini pemohon yang
meminta pelayanan khusus tersebut, pelayanan
percepata itu dapat kita selesaikan tepat waktu, jadi

Alahamdulillah yah syukurnya belum ada kendala
sama sekali.”

Responden menjelaskan bahwa pelayanan
percepatan paspor dapat selesai tepat waktu, yang
artinya bagi pemohon paspor yang memilih layanan
percapatan dapat diselesaikan permohonan paspornya
dihari yang sama pemohon tersebut mengajukan
permohonan.

C. Upaya Peningkatan Pelayanan Percepatan
dalam Meniadakan Gratifikasi

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
arti dari gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Tindakan gratifikasi dilarang karena dapat
mendorong penyelenggara negara atau pegawai
negeri untuk bersikap tidak objektif, tidak adil, dan
tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya.

Gratifikasi dapat terjadi karena prosedur yang
panjang serta waktu yang lama dan adaya
ketidakpastian waktu. Oleh sebab itu timbul rasa
ketidakpuasan masyarakat, yang mengakibatkan
muncul rasa ingin untuk melakukan gratifikasi oleh
pemohon, dengan cara memberikan uang lebih
kepada petugas supaya mendapatkan pelayanan yang
cepat, mudah dan selesai tepat waktu.

Sehingga dengan adanya pelayanan
percepatan paspor selesai pada hari yang sama
menjawab akan masalah tersebut, karena
berdasarkan pembahasan sebelumnya dijelaskan
bahwa pelayanan percepatan memenuhi standar dari
yang dikeluarkan oleh Menteri PAN
Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003, diantaranya adalah
prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya
pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana,
dan kompetensi petugas.

Dapat dijelaskan bahwa pelayanan percepatan
paspor selesai pada hari yang sama memiliki prosedur
alur pelayanan yang mudah dan sederhana,
permohonan paspor yang diajukan selesai tepat waktu
bahkan lebih cepat, untuk biaya yang dibayarkan
sesuai dengan kemudahan yang didapatkan dalam hal
ini pelayanan yang cepat dan berkualitas, saran dan
prasaran yaitu disediakan loket Kkhusus layanan
percepatan yang masuk dalam ketegori prioritas, dan
terakhir kompetensi petugas yang mumpuni dalam
mengerjakan tugasnya sehingga pelayanan dapat
berjalan dengan lancar. Untuk mendukung hal
tersebut berdasarkan wawancara dengan Kepala
Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen
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Perjalanan, yaitu Bapak Ari Febrianto, S.S., M,M.
beliau menyatakan bahwa :

“Cukup banyak peminat bagi pemohon unutk
mengajukan percepatan karena prosesnya yang
mudah dan cepat namun barangkali tidak semua
orang membutuhkan pelayanan percepatan ini, jadi
juga jumlahnya tidak sebanyak paspor biasa maupun
paspor elektronik.”

Pelayanan percepatan selesai pada hari yang
sama dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang
ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan
berkualitas tanpa harus melakukan gratifikasi kepada
petugas.

D. Kendala Pelayanan Percepatan
Selesai Pada Hari Yang Sama

Paspor

Upaya Kantor Imigrasi Kelas | Khusus Non
TPl Jakarta Selatan dalam pelayanan masyarakat
khususnya dalam pelayanan percepatan demi
terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, pasti
tidak selalu berjalan mulus. Untuk mendeskripsikan
kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi
khususnya dalam pelayanan percepatan paspor selesai
pada hari yang sama penulis melakukan wawancara
dengan dengan Kepala Seksi yaitu Bapak Andi
Arieyanto, SH. beliau menyatakan bahwa :

“ Kendala terjadi pada masalah jaringan
kalau misalnya dipusat lagi update data atau ada
permasalahan di pusat mungkin itu kendalanya disini
kita harus bisa menyampaikan kepada pemohon
bahwa disini ada kendala, kendala hanya itu tapi
tidak terlalu berpengaruh selama ini masih bisa kita
Jjalankan sesuai SOP Percepatan”

Dapat dijelaskan bahwa kendala yang ditemui
dalam proses pelayanan percepatan yakni terkait
masalah jaringan atau sistem karena sistem yang ada
berpusat pada Direkorat Jenderal Imigrasi jika pada
kantor pusat bermasalah maka sistem pada kantor
imigrasi juga ikut bermasalah, jika kendala tersebut
terjadi sebelum melakukan pelayanan perceapatan
pegawai akan menjelaskan kepada pemohon bahwa
sedang terjadi gangguan, namun saat itu terjadi
pegawai selalu berusaha menyelesaikan permohonan
pelayanan percepatan tepat pada waktunya.

Untuk memperkuat komentar Kepala Bidang
tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan
diungkapan Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi
Dokumen Perjalanan, yaitu Bapak Ari Febrianto, S.S.,
M, M. beliau menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah selama ini pemohon yang
meminta pelayanan khusus tersebut, pelayanan
percepata itu dapat kita selesaikan tepat waktu, jadi

Alhamdulillah yah syukurnya belum ada kendala
sama sekali”

Responden menjelaskan bahwa selama layanan
percepatan diterapkan belum ada kendala yang
ditemukan karena pegawai selalu berusaha
semaksimal mungkin untuk dapat menyelesiakan
permohonan pelayanaan percepatan tepat waktu.
Karena responden menyatakan belum ada kendala
sehigga penulis menanyakan apakah pernah ada
pengembalian uang karena paspor tidak selesai dalam
satu hari, Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi
Dokumen Perjalanan, yaitu Bapak Ari Febrianto, S.S.,
M, M. beliau menyatakan bahwa :

“belum ada pengembalian uang karena paspor
tidak selesai dalam satu hari”

Dapat dideskripsikan bahwa impelementasi
pelayanan percepatan paspor selesai pada hari yang
sama tidak terdapat kendala yang menghambat proses
pelayanan tersebut hingga harus dilakukan proses
pengembalian uang kepada pemohon karena
pelayanan percepatan yang diajukan tidak dapat
diselesaikan.

KESIMPULAN
Simpulan umum penelitian menunjukkan

bahwa Direktora Jenderal Imigrasi telah melakukan
berbagai cara untuk memberikan layanan terbaik bagi
masyarakat sesuai daengan salah satu fungsinya yakni,
penyelenggara pelayanan publik. Adapun kebijakan
terbaru yang menguntungkan bagi masyarakat adalah
pelayanan percepatan paspor pada hari yang sama.
Implementasi kebijakan tersebut di Kantor Imigrasi
Kelas | Khusus Non TPI Jakarta Selatan berperan
dalam mewujudkan pelayanan prima dan meniadakan
gratifikasi.

Simpulan khusus dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1 Alur Pelayanan Percepatan Paspor Selesai Pada
Hari yang Sama yakni : pemohonan paspor
percepatan diberikan kemudahan dengan dapat
langsung datang ke Kantor Imigrasi Kelas |
Khusus Non TPI Jakarta Selatan atau walk in,
sehingga tidak perlu melakukan pendafataran
melalui APAPO, kemudian pemohon menuju
ke Helpdesk untuk memberitahukan bahwa
pemohon mengajukan pelayanan percepatan
kemudian diberikan nomor antrian, pada tahap
selanjutnya kurang lebih sama dengan
pelayanan paspor pada umumnya, Yakni
menuju ke konter untuk verifikasi berkas,
melakukan wawancara, foto dan perekaman
sidik jari, Setelah verifikasi berkas selesai
diberikan kertas berupa struk pembayaran,
pemohon diharapkan melakukan pembayaran
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secepatnya paling lama sebelum jam 12,
Setelah melakukan pembayaran, paspor dapat
diproses dan dicetak, Setelah dicetak pemohon
dapat datang ke kantor untuk mengambil

paspor dengan menunjukkan bukti pembayaran.

2. Pelayanan percepatan paspor selesai pada hari
yang sama merupakan wujud pelayanan prima
di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Jakarta Selatan karena telah memenuhi kriteria:

e Attitude

e Attention

e Action

o Ability

e Appearance

e Accountability
Dengan final output yang pasti berupa
terselesaikannya penerbitan paspor di hari yang
sama dengan hari permohonan melalui
prosedur yang telah ditentukan.

3. Opsi pelayanan percepatan paspor selesai pada
hari yang sama yang ditawarkan oleh Kantor
Imigrasi Kelas | Khusus Non TPl Jakarta
Selatan kepada masyarakat menajadi salah satu
upaya pencegahan gratifikasi yang sering
dijadikan “budaya” oleh sebagaian masyarakat
untuk percepatan pencapaian suatu produk
layanan yang dibutuhkan karena konsep
pelayanan yang lebih jelas, lebih pasti,
meskipun mahal.

SARAN

Kebijakan pelayanan percepatan paspor selesai
pada hari yang sama di Kantor Imigrasi Kelas |
Khusus Non TPI Jakarta Selatan sudah baik. Namun
terkadang masih ditemukan adanya gangguan teknis
yang diluar jangkauan petugas oleh karena itu penulis
menyarankan :

1. Peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi
yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas |
Khusus Non TPl Jakarta Selatan guna
menjamin  koneksitas jaringan dengan
Direktorat Jenderal Imigrasi;

2. Mengoptimalkan ~ staf  khusus  yang
menangani pemeliharaan jaringan pada
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Jakarta Selatan untuk menjamin
pemeliharaan sarana komunikasi dan sistem
jaringan.
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